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KKATA PENGANTAR

Berbagai studi dan pendapat yang muncul untuk
membicarakan konflik etnis dan integrasi nasional kebanyakan
memakai teori konflik. Dengan memakai teori konflik, sepertinya
konflik etnis dianggap sebagai sesuatu yang given, yang sudah ada
secara alamiah. Teori konflik melihat konflik sebagai bagian dari
kehidupan sosial yang wajar, bahkan diperlukan untuk menciptakan
keseimbangan sosial, oleh karena itu para pendukung teori ini
menganggap persoalan konflik cuma persoalan “pengelolaan”.
Padahal, seperti dikatakan oleh Hall (1991), etnisitas sesungguhnya
merupakan suatu konstruk sosial, artinya ia dibentuk oleh proses
sosial masyarakat yang mencakup perubahan dan kontinuitas. Dengan
demikian, bukankah konflik etnis juga bisa dikatakan sebagai suatu
kontruk sosial yang tidak dilepaskan dari sejarah perkembangan
masyarakat?

Buku ini bertujuan untuk secara khusus mendiskusikan isu
etnisitas yang sejak sepuluh tahun terakhir ini menjadi isu yang
hangat, terutama dengan terjadinya konflik-konflik antar etnis dan
agama di beberapa tempat di tanah air, seperti di Ambon dan Poso.
Dimensi waktu yang cukup panjang yang berkaitan dengan konflik-
konflik tersebut pada hakekatnya memperlihatkan adanya
permasalahan yang mendasar dengan kebijakan umum tentang
hubungan antar kelompok, baik antar kelompok etnis maupun antar
kelompok agama. Studi ini mencoba melihat permasalahan yang ada
dari perspektif sosial-politik, yaitu tentang adanya bangun konstruksi
etnisitas yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik sosial.
Ketidak-seimbangan itu diduga terkait erat dengan kebijakan etnisitas
pemerintah Orde Baru yang sentralistik.

Memang telah banyak buku tentang konflik atau resolusi
konflik yang diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. LIPI sendiri mempunyai sekumpulan hasil penelitian



tentang konflik di Aceh, Maluku dan Papua di samping hasil-hasil
penelitian tentang konflik perebutan sumber daya alam di kawasan
pertambangan dan kehutanan yang dilakukan sejak tahun 2003
sampai tahun 2006 ini. Buku ini bukan dimaksudkan untuk
menambah deretan buku tentang resolusi konflik, melainkan untuk
melihat permasalahan “etnisitas” yang selama ini sepertinya lepas
dari perhatian studi-studi sebelumnya. Walaupun penelitian yang
dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi acuan bagi penulisan buku
ini sudah cukup lama, yaitu sekitar lima tahun yang lalu, namun
banyak hal yang masih sangat relevan untuk keadaan hari ini. Oleh
karena itu para penulis memutuskan untuk mempublikasikan tulisan
ini agar buku ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi mereka yang
tertarik terhadap masalah etnisitas di Indonesia. Semoga buku ini bisa
bermanfaat!

Jakarta, Juni 2006

Thung Ju Lan

Dedi Supriadi Adhuri
Achmad Fedyani Saifuddin
Zulyani Hidayah



DAFTAR IsI

KATA PENGANTAR - i

DAFTAR ISI - iii

I
KONFLIK ETNIS, INTEGRASI NASIONAL DAN KEBIJAKAN ORDE BARU -1

II
KEBUDAYAAN, KEBIJAKAN DAN ETNISITAS - 10

ITX
ETNISITAS DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL - 22
e Orang Melayu-Riau: KeMelayuan dan GRB —26
e Islam dan Melayu: Dua Sisi Mata Uang — 33
e Melayu dan Sejarah Riau: ‘KeRiauan'? —36
e ‘KeRiauan’ dan Pendatang: Celah-celah Konflik? — 39
e Kesadaran Melayu Semesta - 50
e Dayak-Kutai-Bugis: ‘embedded historical conflict?’ - 52
o Bali-Aga, Bali-Majapahit, Triwangsa dan Jaba: ‘struggle for domination’ - 70

v
ETNISITAS DAN PEREBUTAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA - 89
e Marginalitas Orang Dayak - 97
e Orang Talang Mamak, Orang Sakai dan KeMelayuan - 126
e KeBalian, Pariwisata dan Pendatang - 147
e Penutup - 164

A%
PoLITIK ETNISITAS: KONTESTASI KEKUASAAN - 166

REFERENSI - 178






|
KoNFLIK ETNIS, INTEGRASI NASIONAL
DAN KEBIJAKAN ORDE BARU

(V/ elama hampir sepuluh tahun terakhir ini, kerusuhan di beberapa
\S—)tempat di tanah air seperti di Sambas, Ambon, Poso, Sampit,
telah menyebabkan banyak orang berbicara tentang adanya
konflik etnis atau konflik antara kelompok-kelompok etnis yang
mengancam integrasi nasional. Apalagi ketika Aceh, Riau dan Papua
mulai menuntut kemerdekaan mereka, maka lengkaplah sudah
ancaman disintegrasi bangsa yang ditakutkan berbagai kalangan yang
menginginkan keutuhan bangsa ini. Walaupun persoalan Aceh pada
tahun 2005 sudah dapat diselesaikan melalui meja perundingan dan
penanda-tanganan MoU — Memorandum of Understanding, akan
tetapi ancaman “disintegrasi bangsa” masih belum hilang.

Berbagai studi dan pendapat yang muncul untuk
membicarakan konflik etnis dan integrasi nasional kebanyakan
memakai teori konflik, antara lain Surata & Andrianto, 2001. Teori
konflik melihat konflik sebagai bagian dari kehidupan sosial yang
wajar, bahkan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan sosial,
oleh karena itu bagi para pendukung teori ini persoalannya cuma
masalah pengelolaan yang baik. Sejalan dengan pemikiran ini, maka
banyak buku tentang resolusi konflik atau manajemen konflik yang
diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain
Fisher, dkk., 2000. LIPI sendiri mempunyai sekumpulan hasil
penelitian tentang konflik di Aceh, Maluku dan Papua di samping
hasil-hasil penelitian tentang konflik perebutan sumber daya alam di
kawasan pertambangan dan kehutanan yang dilakukan sejak tahun
2003 sampai tahun 2006 ini. Buku ini bukan dimaksudkan untuk
menambah deretan buku tentang manajemen konflik, melainkan
untuk melihat permasalahan etnisitas yang selama ini sepertinya lepas
dari perhatian studi-studi sebelumnya.
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Dengan memakai teori konflik, sepertinya berbagai studi itu
menganggap konflik etnis sebagai sesuatu yang given, sudah ada
secara alamiah. Padahal, seperti dikatakan oleh Hall (1991), etnisitas
sesungguhnya merupakan suatu konstruk sosial, artinya ia dibentuk
oleh proses sosial masyarakat yang mencakup perubahan dan
kontinuitas. Dengan demikian, bukankah konflik etnis juga bisa
dikatakan sebagai suatu konstruk sosial yang tidak dilepaskan dari
sejarah perkembangan masyarakat?

Jika kita melihat sejarah perkembangan masyarakat Indonesia
sejak sebelum masa kolonial Belanda, perlu diakui bahwa konflik di
antara komunitas-komunitas etnis memang terjadi. Buku-buku sejarah
daerah atau kebudayaan daerah yang diterbitkan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru, misalnya, sedikit-
banyak menyebutkan hal ini. Pada masa itu, komunitas-komunitas
etnis merupakan tribe-tribe yang hidup terpisah satu sama lain,
lengkap dengan pranata sosial-budaya, ekonomi dan politik masing-
masing. Interaksi mereka pada hakekatnya terbatas pada pertukaran
barang atau barter di masa damai, dan perang ketika terdapat konflik
kepentingan, baik dalam kaitan peluasan kekuasaan atau penaklukan,
maupun untuk tujuan ekonomi, seperti perbudakan, dan tujuan
lainnya.

Berkuasanya pemerintah kolonial Belanda di Kepulauan
Nusantara selama kurang-lebih tiga setengah abad telah
memperkenalkan banyak perubahan, dari ekonomi pasar atau
ekonomi uang' sampai ke sistem politik -- seperti volkstraad dan

' Apabila kita pelajari kembali buku-buku tentang masa pra-
kolonial, di sana dikatakan bahwa sebelumnya masyarakat Nusantara cuma
mengenal sistem barter. Bahkan sisa-sisa dari sistem ini masih bisa
ditemukan di beberapa komunitas yang hidup di daerah terpencil di
Indonesia bagian timur sampai hari ini, karena pasar seperti yang kita kenal
di kota-kota di Jawa, cuma dibuka satu minggu satu kali.
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partai politik -- dan pendidikan modern atau sekolah® yang menjadi
cikal-bakal apa yang kita miliki sekarang di dalam kerangka negara-
bangsa Indonesia. Berbagai studi sejarah tentang masa itu
menunjukkan bahwa perubahan yang dibawa pemerintah kolonial
Belanda tersebut tidak selalu berjalan mulus, seringkali terjadi konflik
yang melibatkan kekerasan, atau yang dalam buku-buku sejarah
sering disebut sebagai perlawanan daerah. Hal ini terjadi terutama
karena perubahan yang dibawa oleh Belanda lebih merupakan
kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri daripada untuk
kepentingan masyarakat Nusantara. Jadi, apa yang hari ini kita kenal
sebagai pertentangan antara pusat dan daerah, di masa lalu pun hal
tersebut sudah pernah terjadi, walau dalam bentuk dan isi yang
berbeda.

Pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan dari Jepang
ke Republik pada periode 1940an dan 1950an menandai suatu masa
transisi yang panjang bagi masyarakat Indonesia. Sampai hari inipun
studi-studi tentang apa yang terjadi dan apa pengaruhnya terhadap
kehidupan masyarakat di masa transisi itu tidak pernah terungkapkan
secara jelas, terutama apabila kita mempertimbangkan dampak perang
‘gerilya’ yang dilakukan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia
untuk melawan Belanda bagi kelompok-kelompok masyarakat yang
terlibat dan menjadi korban. Sepertinya, kepahitan dan kepedihan
masyarakat pada masa perang kemerdekaan telah terlupakan akibat
perubahan-perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, khususnya
selama dua dekade terakhir. Bahkan mereka yang kita angkat sebagai
pahlawan-pahlawan bangsa pun cenderung menjadi pahlawan-
pahlawan bisu tanpa konteks dan tanpa jiwa. Mereka pada akhirnya

? Sekolah yang dimaksud di sini perlu dibedakan dari pesantren-
pesantren yang memang berasal dari dan berakar pada masyarakat lokal,
khususnya setelah masuknya agama Islam di Nusantara. Sekolah yang
diperkenalkan Belanda adalah sekolah formal, termasuk sekolah negeri, yang
kita kenal sekarang yang mengikuti jenjang pendidikan Barat, dari Taman
Kanak-kanak sampai ke Universitas.
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cuma menjadi sebuah catatan kaki yang kian hari kian mengabur dari
ingatan generasi muda yang lahir di era yang kita kenal sebagai era
teknologi informasi ini.

Yang terjadi pada masa selanjutnya — di periode tahun
1960an, ketika masyarakat masih belum lepas dari masa transisi yang
pertama -- adalah peralihan dari kepemimpinan Soekarno ke
kepemimpinan Soeharto yang berlangsung dengan cepat melalui
peristiwa kelabu yang dikenal sebagai Peristiwa G-30-S/PKI. Sama
seperti masa transisi kemerdekaan, transisi dari Orde Lama ke Orde
Baru ini pun belum pernah dibahas secara tuntas, apakah dampak dari
peristiwa itu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekarang,
dengan bantuan berbagai kalangan yang merasa prihatin, trauma-
trauma yang diakibatkan oleh peristiwa tahun 1965 itu mulai sedikit
demi sedikit dibuka kepada publik, akan tetapi sesungguhnya masih
banyak sisi gelap dari peristiwa itu yang belum terungkap.

Dengan akumulasi peristiwa-peristiwa tersebut di atas,
sesungguhnya selama + 30 tahun pemerintahan Orde Baru kita telah
hidup dalam mimpi, mimpi tentang ‘dunia tanpa masalah’, apabila
tidak mau dikatakan hidup dalam kebohongan pada diri sendiri.
Bahkan, selama periode Orde Baru, konflik secara sadar maupun
tidak sadar ditiadakan, karena dari hari ke hari kita terus sibuk
mengejar kesuksesan materi sebagaimana yang dicanangkan oleh
program pembangunan Orde Baru melalui ke 7 tahapan Pelitanya.
Hari kemarin digantikan oleh hari ini, dan hari ini juga akhirnya
menjadi hari kemarin, begitu seterusnya, sehingga mereka selalu
menjadi masa lalu yang tidak lagi dipermasalahkan, sama seperti
masa-masa sebelumnya yang telah kita singgung. Cerita tentang
konflik dan perbedaan pun selalu menghilang bersama waktu. Oleh
karena itu tidak mengherankan apabila peristiwa tragis yang terjadi
sejak akhir tahun 1996 antara komunitas Dayak dan komunitas
Madura di Kalimantan Barat, yang dilanjutkan dengan berbagai
peristiwa lainnya sampai akhirnya mencapai puncaknya pada
peristiwa Mei 1998, membuat kita semua tersentak. Terlebih ketika
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kekerasan di Kalimantan Barat itu menyebar ke daerah-daerah lain,
dari Ambon ke Poso, diteruskan ke Kalimantan Tengah dan akhirnya
kembali ke Jakarta -- walau pemerintahan Orde Lama telah
ditumbangkan dan pemerintahan Reformasi memulai era yang
katanya baru -- kita “semua menjadi bertanya-tanya, ada apa
sesungguhnya dengan bangsa Indonesia yang selama ini dikatakan
sebagai bangsa yang ‘ramah dan cinta damai’? Mengapa kekerasan
bisa terjadi sampai ke tahap yang begitu brutal — termasuk
pembunuhan-pembunuhan?

Dalam menjawab pertanyaan ‘mengapa’ di atas, ada jawaban-
jawaban yang sangat keras, yaitu tentang pembusukan sistem politik,
birokrasi serta kemasyarakatan sampai kepada krisis moral. Ada pula
jawaban-jawaban yang lebih lunak, yaitu tentang transisi akibat
perubahan zaman dari nasionalisme ke globalisme, dari batas-batas
negara yang jelas menjadi borderless, akibat pertarungan global dan
lokal, dan seterusnya. Apapun jawaban yang kita peroleh, pada
kenyataannya persoalan yang kita hadapi masih tetap sama:
bagaimana kita sebagai satu bangsa yang ‘besar’ — paling tidak, ini
benar kalau dilihat dari segi jumlah, yaitu dengan penduduk lebih dari
200 juta orang -- bisa menyelesaikan persoalan konflik dan ancaman
disintegrasi bangsa yang ada di hadapan kita?

Berbicara tentang persoalan konflik dan ancaman disintegrasi
bangsa inilah maka studi ini menjadi penting. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, studi ini berbeda dengan studi tentang
konflik lainnya karena studi ini tidak bertolak dari pemikiran tentang
konflik sebagai sesuatu yang given, melainkan mencoba melihat
permasalahan yang ada dari perspektif sosial-politik, yaitu tentang
adanya bangun konstruksi etnisitas yang tidak seimbang sehingga
menimbulkan konflik sosial. Ketidak-seimbangan itu diduga terkait
erat dengan kebijakan etnisitas pemerintah Orde Baru yang
sentralistik.
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Apabila kita melihat konflik-konflik yang terjadi di berbagai
tempat di tanah air, baik itu konflik vertikal antara masyarakat dengan
pemerintah, maupun konflik horizontal antara kelompok masyarakat
yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, jelas bahwa pada
awalnya isu etnisitas bukan merupakan isu sentral ataupun isu
pemicu. Kebanyakan dari persoalan yang muncul menjadi konflik
berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan sumber daya alam.

Pada umumnya, arena perebutan kekuasaan dan sumber daya
alam tersebut adalah berbagai institusi lokal yang mewadahi
kepentingan publik seperti birokrasi pemerintahan, institusi pengatur
kepemilikan tanah (BPN), BUMN, institusi yang mengatur investasi
modal asing, dan tempat-tempat pendidikan dan pelatihan.
Kecenderungan ini terjadi karena hubungan di antara berbagai pihak
yang berkepentingan atau para stakeholders di tempat-tempat tersebut
tidak seimbang. Ketidak-seimbangan ini terutama disebabkan karena
terbatasnya kekuasaan dan sumber daya alam yang bisa
didistribusikan kepada semua stakeholders secara merata, dan
keterbatasan tersebut memang sudah merupakan karakteristik dasar
dari kedua komoditas ini.

Persoalan etnisitas baru muncul ketika pihak-pihak yang
berebut tersebut bisa diidentifikasikan secara jelas dan nyata berasal
dari komunitas-komunitas etnis yang berbeda, seperti yang terjadi
dalam kasus Sambas - antara etnis Dayak dan etnis Madura. Bisa juga
isu agama dan bukan isu etnisitas yang mengemuka dalam konflik
antara pihak-pihak yang saling berbeda kepentingan seperti yang
terjadi dengan kelompok Kristen dan kelompok Muslim di Ambon.

Akan tetapi, masalah yang penting dari konflik-konflik
tersebut bukanlah kenyataan bahwa mereka merupakan konflik
perebutan kekuasaan dan sumber daya alam, ataupun kenyataan
bahwa isu etnisitas -- atau agama -- menjadi bagian dari perbedaan
antara kelompok-kelompok kepentingan yang berebut tersebut,
melainkan kenyataan bahwa dalam kebanyakan kasus, hubungan
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kekuasaan yang tidak seimbang antara kelompok-kelompok etnis atau
agama yang hidup dalam suatu wilayah yang sama telah berlangsung
sejak lama. Seperti yang ditemukan oleh beberapa LSM yang bekerja
di Ambon, konflik antara kelompok Kristen dan kelompok Muslim
sudah berlangsung selama beberapa generasi, sejak masa kolonial
Belanda karena pemerintah kolonial Belanda cenderung lebih dekat
kepada komunitas Kristen yang merupakan ‘anak asuh’ para
misionaris Belanda. Persoalannya kemudian adalah bahwa konflik
tersebut tidak pernah diselesaikan pada masa Republik, bahkan
cenderung dilestarikan, terutama oleh kebijakan Orde Baru yang
mengizinkan berlangsungnya segregasi etnis di Ambon yang terjadi
melalui pemisahan pemukiman bagi komunitas Kristen dan
komunitas Islam, atau antara ‘kampung Kristen’ dan ‘kampung
Islam’.

Dimensi waktu yang cukup panjang yang berkaitan dengan
konflik-konflik tersebut pada hakekatnya memperlihatkan adanya
permasalahan yang mendasar dengan kebijakan umum tentang
hubungan antar kelompok, baik antar kelompok etnis maupun antar
kelompok agama. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk
melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, yakni kebijakan
Republik selama ia berdiri sejak tahun 1945. Akan tetapi, mengingat
periode awal kemerdekaan sampai pada masa runtuhnya
pemerintahan Soekarno memendam sisi-sisi gelap yang sulit digali
dalam suatu penelitian yang singkat seperti penelitian kali ini, maka
fokus awal penelitian kebijakan kebudayaan ini dibatasi pada masa
Orde Baru, yaitu selama tiga dekade yang terkenal ‘stabil’, dan juga
pada perubahan-perubahan yang terjadi setelah kejatuhannya.

Selama masa Orde Baru seringkali dikemukakan keberhasilan
pemerintah untuk mempertahankan stabilitas nasional, dan ini
dibuktikan oleh ketenangan dan keamanan di dalam masyarakat
secara umum. Tidak banyak konflik antar kelompok yang mencuat ke
permukaan, terkecuali beberapa konflik yang menyangkut warga etnis
Tionghoa. Akan tetapi, melihat realitas hari ini yang memunculkan
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banyak konflik dan kekerasan di antara kelompok-kelompok
masyarakat di daerah-daerah, maka banyak kalangan yang
mempertanyakan apakah benar stabilitas yang dipertahankan
pemerintah Orde Baru bukan stabilitas semu? Bahkan ada yang
langsung mempersalahkan sikap represif pemerintah Orde Baru yang
hanya berhasil meredam konflik antar kelompok pada permukaannya
saja. Kenyataan inilah yang kemudian mendorong munculnya
pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah Orde
Baru terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Dari pengamatan sepintas, didapat kesimpulan sebagai
berikut. Pada tingkat konseptual, hubungan antar kelompok etnis di
dalam negara-bangsa Indonesia diatur oleh prinsip “Bhinneka
Tunggal Ika” -- Berbeda-beda tapi satu jua, seperti yang dicantumkan
dalam UUD’45 oleh para pendiri negara ini. Akan tetapi, pada
prakteknya persatuan dan kesatuan yang dicanangkan pemerintah
Orde Baru di atas prinsip tersebut telah mengakibatkan bias
homogenisasi yang kuat. Pemerintahan Orde Baru yang selalu
menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan atas nama ‘stabilitas
nasional’ secara langsung maupun tidak langsung telah mengabaikan
pengembangan dan perkembangan pluralisme atau keaneka-ragaman
yang menjadi ciri masyarakat Indonesia yang plural. Sebagai
konsekwensinya, peng-Indonesianisasi-an melalui sistem pendidikan
nasional dan sistem politik-pemerintahan yang seragam tidak saja
diarahkan untuk mempersatukan komunitas-komunitas yang berbeda-
beda di daerah, melainkan juga untuk menghapuskan perbedaan yang
ada di antara mereka itu. Padahal perbedaan -sebagaimana
persamaan- tidak pernah bisa dihapuskan karena ia merupakan bagian
yang intrinsik dari manusia  sebagai mahluk sosial. Upaya
penghapusan perbedaan tersebut selanjutnya diperkuat dengan
diperkenalkannya konsep SARA, atau pelarangan untuk secara publik
membahas isu-isu yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan
Antar Golongan.
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Melihat perkembangan yang ada saat ini, asumsi yang
muncul tentang konflik antar kelompok akhir-akhir ini adalah bahwa
hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan Orde Baru yang cenderung
menekankan persatuan dan mengabaikan keanekaragaman itu. Akan
tetapi, apakah benar yang terjadi di dalam dan kepada masyarakat
hanyalah akibat dari kebijakan Orde Baru? Sesederhana itukah?
Apakah mungkin masyarakat memang bersikap pasif dalam
menerima semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru?
Kebijakan yang seperti apakah yang demikian hebatnya sehingga bisa
membuat masyarakat menjadi partisipan pasif? Pertanyaan-
pertanyaan inilah yang mendorong PMB-LIPI untuk melakukan
penelitian tentang kebijakan Orde Baru, khususnya kebijakan yang
mengatur hubungan antar kelompok-kelompok etnis, atau kebijakan
etnisitas. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian tersebut yang
telah dituliskan kembali sesuai judul yang kami pilih “Klaim,
Kontestasi dan Konflik Identitas: Lokalitas vis-a-vis Nasionalitas”.
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KeEBUDAYAAN, KEBIJAKAN DAN ETNISITAS

engan mengacu pada Raymond Williams, Shore dan Wright
]D)menekankan bahwa, “penelusuran semantik historis dari

‘kebudayaan’ telah memperlihatkan bahwa perubahan arti
sebuah kata kunci selalu diikuti oleh perubahan istilah-istilah yang
terkait dalam ‘kelompok habitual’ nya”. Misalnya, ‘kebudayaan’ di
abad ke 18 berubah dari diasosiasikan dengan pertanian (‘kultivasi’)
menjadi bagian dari sekelompok kata-kata, termasuk ‘seni’,
‘peradaban’, ‘pembangunan’, ‘ilmu pengetahuan’, dan ‘komunitas’.
Dan, nada, ritme dan arti yang baru dari ‘kebudayaan’ dalam seting
baru tersebut merupakan “bagian dari pertarungan menuju cara baru
dalam melihat kebudayaan dan masyarakat” (1997:18-19). Untuk
konteks Indonesia, perubahan yang sama bisa ditemukan pada makna
yang diberikan oleh pemerintah untuk kata-kata, seperti: ‘tradisional’,
‘masyarakat terasing’. ‘perambah hutan’, dan ‘perladangan
berpindah’.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa, seperti dikatakan oleh
Shore dan Wright, “beberapa kata kunci tidak pernah mempunyai arti
yang permanen, atau tetap: mereka selalu merupakan, dalam istilah
Gallie, ‘konsep yang secara esensi diperdebatkan’” (Ibid.). Ketika
kata-kata kunci tersebut sukses, tidak hanya dalam kompetisi di
‘bidang politik’, melainkan juga dalam menarik dukungan populer
massa, mereka bisa diistilahkan sebagai ‘metafor mobilisasi® (Ibid.,
hal. 20). Efek dari mobilisasi mereka, menurut Shore dan Wright,
terletak pada “kemampuan mereka untuk melakukan koneksi dengan,
dan meng-appropriate arti-arti yang positif dan legitimasi yang
berasal dari simbol-simbol kunci pemerintahan yang lain, seperti
‘bangsa’, ‘negara’, ‘demokrasi’, ‘kepentingan umum dan kekuasaan
hukum’” (Ibid.).
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Ini seperti yang terjadi pada istilah ‘kebijakan’. Bertolak dari
kata Yunani polis (‘kota’) dan polites-nya (‘warganegara’) menjadi
kata Latin politia, menurut Shore dan Wright, muncul dua arti yang
terkait: ‘polity’ yang berarti organisasi sipil, bentuk pemerintahan dan
konstitusi negara, dan ‘kebijakan’ atau seni, metode atau taktik dari
pemerintah dan regulasi keteraturan internal (Ibid., hal. 19).
Konstelasi arti yang terakhir ini terpecah dua. Administrasi dari
keteraturan internal menjadi domain dari ‘politiking’ yang terpisah
dari kebijakan. Sedangkan arti kebijakan sebagai ‘seni pemerintahan’
juga mengalami perubahan, dari yang negatif — yang terkait dengan
‘siasat’, ‘kelicikan’, dan ‘hipokrit’ — menjadi ‘terhormat’ dalam
samarannya yang kontemporer sebagai ‘tindakan yang diadopsi dan
dilakukan oleh pemerintah, partai, penguasa atau individu’ (Ibid.).

Contoh yang lebih jelas dapat ditemukan pada istilah-istilah
etnisitas.  Istilah Black, misalnya, bukan masalah pigmentasi,
melainkan — menurut Stuart Hall (1991) — suatu kategori sejarah,
suatu kategori politik, suatu kategori kultural. Dengan kata lain,
istilah Black “diciptakan sebagai kategori politis pada momen historis
tertentu, dan ia diciptakan sebagai suatu konsekwensi dari
pertarungan simbolis dan ideologis tertentu” (hal. 53-54). Menurut
Hall, pengelaborasian simbolisme -- di mana Black merupakan faktor
yang negatif -- telah memakan waktu lima sampai tujuh ratus tahun
(Ibid., hal. 54). Dan baru di tahun 1970an untuk pertama kalinya
orang-orang berkulit hitam di Jamaika mengakui diri mereka sebagai
Black, dan ini merupakan “suatu revolusi kebudayaan yang paling
mendasar di Karibia, yang lebih besar dari revolusi politik manapun
yang pernah mereka alami” (Ibid.). Kenyataan bahwa pemimpin-
pemimpin partai politik di Jamaika berusaha merangkul Bob Marley
yang merupakan simbol dari Black, bagi Hall, “ini bukan politik yang
melegitimasi kebudayaan, melainkan kebudayaan yang melegitimasi
politik” (Ibid.). Ini pun tercermin dari perkembangan identitas Black
sebagai politik kebudayaan di Inggris, bahwa “anti-rasisme di tahun
1970an dilawan atau diresistensi di dalam komunitas, di dalam
lokalitas, melalui slogan politik Black dan pengalaman Black” (Ibid.,
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hal. 55). Saat itu, menurut Hall, sang musuh adalah etnisitas, atau apa
yang disebut sebagai multi-kulturalisme, karena dalam pandangannya
“multi-kulturalisme tepatnya adalah keeksotikan perbedaan” (Ibid.).
Ini tergambar dari pengalaman orang-orang Asia yang di-silencing
oleh politik Black. Begitu pula bagi orang-orang kulit hitam yang
tidak mengidentifikasi dirinya sebagai Black, seperti halnya wanita
Black dan Black yang miskin, mereka juga tidak bisa bersuara atau
melakukan positioning di dalam mobilisasi identitas dari pengalaman
Black dan dari komunitas Black yang demikian hebat (hal. 56-57).
Dengan demikian, menurut Hall, kita harus selalu memikirkan
tentang konsekwensi negatif dari positionality (Ibid., hal. 57). Dengan
cara lain, ia menanyakan bagaimana rasanya mengetahui bahwa
dengan berusaha mengalahkan marginalisasi berbagai macam subyek
Black, dan mengembalikan sejarah yang hilang dari berbagai
pengalaman Black — seperti yang telah disebutkan di atas, pada waktu
yang sama juga harus mengakui akhir dari subyek Black yang
esensial? (Ibid.). Artinya, ini adalah politik pengakuan bahwa kita
semua terdiri dari banyak, bukan satu, identitas sosial (Ibid.). Oleh
karena itu, kita juga harus mengakui bahwa setiap politik lokal yang
meng-counter, yang mencoba mengorganisasi orang-orang melalui
diversitas identifikasi, harus merupakan pertarungan yang dilakukan
secara positional. Dengan mengacu pada ide Gramsci tentang perang
posisi, di sini Hall menekankan tentang dimulainya anti-rasisme, anti-
seksisme, dan anti-klasikisme sebagai perang dari posisi-posisi (Ibid).

Selanjutnya, menurut Hall, perlu juga dicatat bahwa “seperti
juga dalam usaha melakukan politik kebudayaan sebagai perang
antara posisi-posisi, seseorang atau sekelompok orang selalu berada
dalam strategi hegemoni” (1991:58). Hegemoni di sini bukan
“menghilangnya atau hancurnya perbedaan, melainkan suatu
konstruksi dari keinginan kolektif yang melalui perbedaan” (Ibid.).
Dalam pandangan Hall, tidak ada image positif yang dengan mana
seseorang atau sekelompok orang secara sederhana bisa
mengidentifikasi dirinya, karena seperti juga politik, image
“mempunyai politik yang bertumpu pada kekompleksan identifikasi
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yang berlangsung” (Ibid., hal. 60). Dengan kata lain, apabila tulisan
kontemporer yang muncul dari kelompok-kelompok yang tertindas
mengabaikan perhatian yang sentral dan konflik-konflik utama dari
masyarakat luas, dan jika mereka bersedia untuk menerima saja
kenyataan bahwa mereka adalah marginal, menurut Hall, mereka
akan “secara otomatis menempatkan diri mereka selamanya sebagai
minor atau sub-genre”. Artinya, mereka harus tidak membiarkan diri
mereka dijadikan invisible dan termarginalisasi seperti itu dengan
melangkah keluar dari badai sejarah kontemporer (Ibid., hal. 61).
Misalnya, apabila ada usaha yang serius untuk memahami Inggris
hari ini dengan campuran ras dan warnanya, histeria dan keputus-
asaannya, maka penulisan tentangnya haruslah kompleks. Tidak boleh
meminta maaf, atau mengidealisasinya. Tidak boleh bersifat
sentimental. Tidak boleh merepresentasikan kelompok manapun
sebagai “mempunyai monopoli atas kebajikan yang total, eksklusif
dan esensial” (Ibid., hal. 60). Apa yang kita perlukan sekarang, dalam
posisi ini, pada waktu ini, menurut Hall, adalah “suatu penulisan yang
imaginatif yang bisa membuat kita merasakan pergeseran-pergeseran
dan kesulitan-kesulitan di dalam masyarakat kita secara keseluruhan”
(Ibid., hal. 60-61).

Cara yang sama bisa dilakukan untuk Indonesia. Kategori
‘Cina’, misalnya, seperti juga kategori Black, merupakan kategori
politis yang diciptakan pada momen historis tertentu — dalam hal ini
pada awal pemerintahan Orde Baru. Dan, ia juga merupakan suatu
konsekwensi dari pertarungan simbolis dan ideologis pada waktu itu,
khususnya antara liberalisme dan komunisme. Seperti juga identitas
Black, pengintroduksian identitas ‘Cina’ merupakan bagian dari
kebudayaan yang melegitimasi politik, atau lebih tepatnya sebagai
politik kebudayaan. Selanjutnya, kenyataan bahwa konstruksi Orde
Baru tentang identitas Cina itu menjadi sangat hegemonis dan
memarginalkan pemahaman warga etnis Cina sendiri tentang ‘ke-
Cina-an’ nya, mungkin bisa dilihat melalui pandangan Hall, bahwa
penerimaan warga etnis Cina sendiri akan kemarginalannya lah yang
menempatkan mereka sebagai minoritas. Artinya, barangkali, ‘ke-
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invisible-an’ warga etnis Cina dalam diskursus ‘kebangsaan’ perlu di-
response oleh warga etnis Cina dengan ‘memposisikan diri” mereka
melalui politik yang meng-counter diskursus hegemonis tersebut —
seperti yang disarankan oleh Hall di atas.

Bagaimana persoalan etnisitas bisa menunjukkan masalah
positioning dan placing dalam hubungannya dengan isu lokal,
nasional, dan mungkin global, adalah salah satu cara untuk
mengkonstruksikan  lokasi-lokasi di mana pertarungan bisa
berkembang. Namun, menurut Hall, perlu juga diingat bahwa, tempat
di mana ada kemampuan untuk mengembangkan pergerakan
perlawanan, resistensi atau politik yang meng-counter, adalah tempat-
tempat yang dilokalisasikan. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah
‘lokal’, tetapi tempat-tempat di mana mereka muncul sebagai
skenario politik dilokalisasikan karena mereka terpisah satu sama
yang lain; mereka tidak mudah dikoneksikan atau diartikulasikan
menjadi pertarungan yang lebih besar (Ibid., hal. 61). Jadi, ada lebih
dari satu permainan politik yang dimainkan (Ibid., hal. 62). Akan
tetapi, harus pula dicatat bahwa, baik sumber-sumber yang berkuasa,
maupun sumber-sumber yang tidak berkuasa (baca: lemah), selalu
menuju momen-momen yang bersifat universal, yaitu menempatkan
diri kita dalam suatu partikularitas — yaitu, sejumlah identitas yang
dilokalisasikan, untuk mengatakan di mana kita berada di dunia ini:
dalam ras mana kita termasuk, negara-bangsa di mana kita menjadi
warganegara atau subyek, posisi kelas yang kita miliki, dan posisi
gender yang relatif mantap (Ibid., hal. 67 dan hal. 62). Selain itu,
seperti yang dikatakan oleh Albrow dkk. (1997), “konstruksi
‘komunitas’ pada suatu lokalitas tertentu tidak bisa dianalisa atas
dasar asumsi bahwa yang lokal adalah lebih dulu, primordial dan
lebih ‘nyata’, karena solidaritas dan pengimaginasian lokal bisa juga
dihasilkan oleh proses-proses global — suatu proses yang secara
dramatis diilustrasikan dalam kehidupan para pekerja migran dan
keturunan mereka, namun menyangkut pula yang lainnya di dalam
sebuah negara-bangsa” (hal. 24).
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Pada dasarnya, komunitas itu berada dalam proses tidak lagi
berakar, karena kita bisa mengidentifikasi penyusunannya kembali
pada basis yang tidak bersifat lokal ataupun spasial. Akan tetapi,
atribut dari komunitas masih selalu dikembalikan kepada ikatan
lokalitas, terutama karena “komunitas diidealisasikan dan dikaitkan
dengan masa lalu yang semakin menghilang” — masa ketika orang-
orang tahu di mana mereka berpijak; dan, menurut Albrow dkk., ini
berhubungan erat dengan “mitos integrasi kebudayaan” (Ibid., hal.
25). Di masa lalu mitos ini dipelihara melalui “pengasimilasian
perspektif antropologis ke dalam paradigma fungsionalis bagi
masyarakat modern”. Oleh karena itu, ketika kelompok minoritas
secara jelas terpisah dari kebudayaan mainstream, paradigma tersebut
dipertahankan melalui etnografi ‘sub-culture’, dan asumsi tentang
keterpisahan, batas-batas dan sifat yang esensial pun diproduksi
kembali (Ibid., hal. 26). Pada perkembangan selanjutnya, mitos
tentang ‘integrasi kebudayaan’ ditentang oleh studi kebudayaan yang
tokohnya antara lain Raymond Williams. Williams berpendapat
bahwa ada tiga kegunaan dari ‘kebudayaan’ yang menunjukkan
kekomplekan dari berbagai arti dan kegunaan dari istilah tersebut,
yaitu pertama, sebagai proses penyempurnaan manusia secara
intelektual, spiritual dan estetik, kedua, kebudayaan sebagai high
culture, dan ketiga, kebudayaan sebagai suatu cara hidup. Dan
pandangannya ini telah membuka jalan bagi pengeksplorasian
sumber-sumber alternatif dari kebudayaan, di samping sebagai
tantangan bagi hegemoni high culture (Albrow, dkk., 1997:26)
Namun, akhir-akhir ini, studi-studi kebudayaan cenderung
memfokuskan pada ‘kebudayaan populer’, di mana kebudayaan tidak
lagi diartikan sebagai cara hidup, melainkan, mengikuti Appadurai,
dapat ditemukan pada persinggungan antara ekonomi, kebudayaan
dan politik. Dengan kata lain, lokasi kebudayaan yang baru berada
pada suatu fase produksi masal, dan dalam kerangka media
komunikasi. Akan tetapi, lokasinya yang baru ini cenderung
sementara dan dapat dimanipulasi (Ibid., hal. 26-29).
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Perubahan arti ‘kebudayaan’ ini pada gilirannya juga
mengubah asumsi-asumsi tentang hubungan antar persepsi individual
dan solidaritas kelompok. Dalam konteks ekonomi kebudayaan
global, solidaritas nasional yang dibentuk setelah PD II mulai
ditentang oleh politik representasi kebudayaan yang menghargai
perbedaan melalui konstruksi identitas etnis baru (Eade, 1997:146-
147). Oleh karena itu, isu identitas sosial dan batas-batas kelompok
menjadi sangat dipolitisasi, baik secara retorik maupun dalam
pembuatan kebijakan. Perkembangan etnisitas baru, hibriditas dan
komunitas-komunitas diaspora membawa individu-individu untuk
terlibat dalam konstruksi sejumlah ‘dunia imaginasi’ di seluruh dunia
ini yang dapat menantang definisi dan praktek-praktek dari elit-elit
politik dan ekonomi (Ibid, hal. 147-148). Sayangnya, menurut Eade,
analisa tentang bentuk-bentuk yang berbeda, hibriditas dan etnisitas
baru, walaupun telah mendorong dipikirkannya kembali formulasi
esensialis, tidak menghasilkan informasi substantif yang lebih
mendetail tentang bagaimana ‘dunia imaginasi’ yang berbeda-beda
dikonstruksikan oleh individu-individu dalam situasi lokal (Ibid., hal.
148). Oleh sebab itu, pertanyaan ini kemudian menjadi penting untuk
dibahas di sini.

Di Indonesia, mitos integrasi nasional mempunyai fungsi dan
peranan yang sama dengan ‘mitos integrasi kebudayaan’ yang
dibicarakan Albrow dkk. Bahwa mitos integrasi nasional diperkirakan
juga bertolak dari paradigma fungsionalis dan perspektif asimilatif
barangkali bukan merupakan dugaan yang salah, karena konsep
asimilasi memang dipakai sebagai kebijakan resmi pemerintah Orde
Baru, walaupun cenderung dikatakan sebagai kebijakan khusus bagi
warga etnis Cina. Berdasarkan konsep tersebut, warga etnis Cina yang
diposisikan sebagai pendatang dan minoritas didorong untuk
berasimilasi — atau istilah populernya, berbaur — ke dalam masyarakat
dan kebudayaan mayoritas ‘pribumi’. Pada prakteknya, mainstream
dari apa yang disebut sebagai kebudayaan ‘pribumi’ adalah
kebudayaan Jawa yang dominasinya terutama terlihat pada birokrasi
pemerintahan di pusat (Jakarta). Pergeseran arti kebudayaan menjadi
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apa yang disinyalir oleh Appadurai sebagai bisa ditemukan di
persinggungan antara ekonomi, kebudayaan dan politik dapat dilihat
terjadi pada ‘kebudayaan’ warga etnis Cina (lihat Thung, 1998), dan
hampir bisa dipastikan hal ini juga terjadi pada apa yang disebut
sebagai ‘kebudayaan pribumi’; meskipun studi tentang hal ini masih
harus dilakukan. Sayangnya politik representasi kebudayaan yang
menghargai perbedaan melalui konstruksi identitas etnis baru masih
merupakan fenomena yang sama sekali baru bagi Indonesia. Oleh
karena itu, studi ini mungkin bisa dilihat sebagai suatu langkah awal
untuk memahami hal tersebut, khususnya dalam konteks ‘lokal’.

Istilah  ‘lokal’ selama masa pemerintahan Orde Baru
cenderung disempitkan menjadi suatu teritori yang terbatas, di mana
batas-batasnya dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, seperti
yang dijabarkan dalam Undang-undang Pemerintahan Desa No.
5/1979 tentang kesatuan sosial desa dan kelurahan. Sebagai
konsekwensinya, setiap komunitas etnis secara sosial-politis menjadi
terpecah-pecah, dan identitas etnis yang semula dimiliki menjadi
terfragmentasi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan.
Walaupun, seperti telah dikemukakan oleh Albrow dkk. (1997),
bahwa atribut komunitas masih selalu dikembalikan kepada ikatan
masa lalu, yang dalam hal ini adalah ikatan etnis, identitas baru yang
berangkat dari kewilayahan administrasi pemerintahan itu juga mulai
menggantikan identitas etnis yang sebelumnya dikenal. Dan ini
terutama terjadi di daerah perkotaan yang bersifat sangat heterogen
seperti Jakarta. Sementara, di kota-kota yang masih cenderung
bersifat homogen, seperti Solo misalnya, identitas etnis komunitasnya
masih sangat kental dan kentara. Oleh karena itu, berbicara tentang
‘etnisitas’ sekarang ini bahkan lebih kompleks daripada di masa
lampau.

Dengan demikian, membicarakan politik representasi
kebudayaan — atau etnisitas -- dalam masyarakat Indonesia yang
majemuk hari ini, artinya membahas kekompleksan makna “etnisitas’
tersebut, khususnya pada ruang-ruang pertemuan antara ‘etnisitas
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vang di(re)konstruksikan oleh negara (dalam hal ini adalah negara
yang diwakili oleh pemerintahan Orde Baru) dengan ‘etnisitas’ yang
terkonstruksi akibat dinamika masyarakat sendiri dari generasi ke
generasi. Ruang-ruang pertemuan tersebut seharusnya merupakan
pengejawantahan dari dialog antara kedua sumber kekuasaan yang
didiskusikan di sini, yakni nasional dan lokal. Akan tetapi pada
kenyataannya, ruang-ruang pertemuan itu seringkali merupakan ruang
dimana ‘pusat’ (nasional) mendiktekan keinginannya kepada ‘lokal’.
Ruang-ruang inilah yang menjadi fokus perhatian dalam kajian ini.

Etnisitas dalam konteks kekuasaan merupakan bentuk
(re)konstruksi yang dibuat atas dasar perbedaan antara kita dan yang
lain (baca: mereka). Artinya, kita ada karena ada yang lain, begitu
pula yang lain ada karena ada kita. Selanjutnya, seperti juga di
negara-negara lain di dunia, di dalam negara-bangsa Indonesia yang
majemuk, (re)konstruksi etnisitas bertolak dari konsep mayoritas dan
minoritas, serta superioritas dan inferioritas, dominasi dan
subordinasi. Ini artinya bahwa, dalam (re)konstruksi etnisitas di
Indonesia ada kelompok(-kelompok) etnis -- dan/atau agama -- yang
dianggap dominan, apabila dilihat dari segi jumlah, dari segi hirarki
sosial dan/atau dari segi pembagian kekuasaan dan distribusi
kepentingan ekonomi.

Bertolak dari pemikiran Shore dan Wright (1997) yang
melihat kebijakan sebagai yang “memberikan otoritas institusional
dan membuat sebuah agenda politik” untuk memungkinkan
“diskursus dominan mempunyai kekuasaan dalam mendefinisikan
atau menetapkan kerangka acuan, serta melarang atau marginalisasi
diskursus-diskursus alternatif” (hal. 18), maka kebijakan kebudayaan
dalam bidang etnisitas mungkin dapat diartikan sebagai kebijakan
yang memberikan otoritas kepada satu atau sejumlah diskursus
etnisitas.

Selanjutnya Shore dan Wright mendefinisikan diskursus
sebagai “konfigurasi ide-ide yang menjadi benang-benang pemintal
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ideologi” (Ibid.). Sementara Seidel dan Vidal (1997) mengatakan
bahwa, diskursus adalah “suatu cara berpikir dan berargumen tertentu
yang mengesampingkan atau meniadakan cara berpikir lainnya” (hal.
59). Selain itu juga dikatakan bahwa, diskursus merupakan “aktivitas
politik” yang “melibatkan penamaan dan klasifikasi”, dan mempunyai
“dampak terhadap kehidupan sekelompok orang” (Ibid.). Dengan
demikian, diskursus “tidak semata-mata merupakan argumen dan
sumber simbolik, melainkan juga sumber-sumber yang secara politis
merupakan investasi aktor-aktor sosial (seperti pemerintah dan
organisasi-organisasi non-pemerintah) untuk mencapai tujuan
tertentu” (Ibid.).

Diskursus etnisitas di Indonesia pada intinya bisa dibedakan
dalam dua kelompok sasaran, yaitu diskursus yang ditujukan kepada
penduduk ‘asli’ di daerah-daerah tertentu, seperti Baduy, Kubu-Lubu,
Dayak dan Asmat, dan diskursus terhadap penduduk pendatang atau
imigran asing yang dalam hal ini dimaksudkan bagi warga etnis Cina,
Arab dan India. Terhadap kelompok yang pertama, seringkali
diberlakukan- cara pandang kolonial yang melihat suku-suku bangsa
tersebut sebagai ‘primitif’, terbelakang dan terasing, serta mempunyai
kebudayaan yang berbeda — apabila tidak dikatakan lebih rendah --
dari kebudayaan yang dianggap mainstream, khususnya kebudayaan
Jawa, dan tentu saja dari kebudayaan Barat (Eropa) yang dianggap
mengatasi semua kebudayaan tersebut. Sedangkan dalam menghadapi
kelompok yang kedua, pemerintah Indonesia sejak Orde Lama sampai
ke Orde Baru cenderung menerapkan ‘pribumiisme’, yang berawal
dari pembagian masyarakat Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial
Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina, Arab
dan India), dan golongan inlanders atau pribumi. Pengkatagorian
yang demikian, pada tahap selanjutnya — khususnya ketika diskursus-
diskursus tersebut, seperti kata Seidel dan Vidal, “diterjemahkan dan
dimobilisasikan ke dalam bentuk-bentuk aksi atau tindakan, termasuk
kebijakan” -- bisa, dan telah (untuk kasus Indonesia), mengakibatkan
terjadinya “viktimisasi” kelompok-kelompok tersebut (Seidel &
Vidal, 1997:59).
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Menurut Shore dan Wright, “mengrekonfigurasikan kategori-
kategori dasar dari suatu pemikiran politik untuk menciptakan
subyek-subyek politik yang baru adalah salah satu strategi pemerintah
yang paling efektif dalam memperoleh kekuasaan yang hegemonis”
(1997:24). Selain itu, dikatakan bahwa, seluruh populasi dapat
dikonstruksikan sebagai ‘warganegara’, dan subyek kekuasaan yang
baru, seringkali dengan cara-cara yang tidak disadari oleh mereka
(Ibid.). Dalam hal ini, Shore dan Wright menekankan kembali
argumen Foucault bahwa, “keefektifan dari suatu kekuasaan terletak
pada kemampuannya untuk menopengi diri dan ‘bersembunyi di balik
mekanismenya sendiri’” (Ibid., hal. 25). Contoh yang paling jelas
adalah strategi kekuasaan pemerintah Orde Baru yang, melalui
ideologi pembangunan berkelanjutan (sejak PELITA I sampai dengan
PELITA VII), berhasil meng(re)konstruksikan suku-suku bangsa
yang hidup terpencil di pedalaman-pedalaman Sumatera, Kalimantan,
dan Irian Jaya, misalnya, sebagai suku-suku bangsa yang
‘tradisional’, ‘terasing’, ‘perambah hutan’, dan ‘peladangan
berpindah’. Bahkan lebih ekstrem lagi sebagai ‘masyarakat primitif’,
‘terkebelakang’, ‘merusak lingkungan hutan’, dan sebagainya. Begitu
pula halnya dengan warga etnis Cina, melalui konsep asimilasi dan
kebangsaan Indonesia yang satu, mereka cenderung digambarkan
sebagai  kelompok yang ‘eksklusif’, ‘binatang ekonomi’, ‘a-
nasionalis’ dan seterusnya. Padahal, menurut Eva Mackey (1997),
“proses penciptaan identitas pada level nasional biasanya mencakup
‘politik kebudayaan’, dengan mana upaya-upaya dilakukan untuk
menginstitusionalisasi konsep ideologis tertentu dari ‘rakyat’ agar
tercipta tipe warganegara dan subyek yang baru, dan kategori ‘orang
dalam’ dan ‘orang luar’ yang baru” — untuk “menentukan siapa yang
termasuk, siapa yang tidak termasuk, dan siapa yang memiliki suatu
bangsa” (hal. 137). Barangkali dengan demikian dapat dikatakan
bahwa, dalam kaitannya dengan warga etnis Cina, pemerintah Orde
Baru meng(re)konstruksikan mereka di dalam kategori ‘orang luar’
yang lama, namun pada konteks kewarganegaraan yang baru.
Sehingga, seperti disinyalir oleh Shore dan Wright melalui tulisan
Annika Rabo, ada “kontradiksi yang inheren di dalam kebijakan
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pemerintah yang resmi”, dan terjadi “konflik atas penggunaan simbol-
simbol identitas nasional” (1997:26).

Seperti juga yang terjadi di Kanada tahun 1980an dan tahun
1990an’, di Indonesia pun konflik atas kebudayaan, bangsa dan ras
semakin menguat, dan mencapai puncaknya pada peristiwa tragis Mei
1998. Kini diskursus tentang rasa kebangsaan menjadi lebih rasial.
Sama seperti kondisi di Kanada selama tahun 1992%, krisis politik
membuat isu identitas mengemuka pada dunia perpolitikan di
Indonesia akhir-akhir ini, dan isu ini tidak hanya terbatas pada Cina
versus pribumi, tetapi juga antar suku-suku bangsa pribumi sendiri.
Kasus Aceh. Ambon. Irian dan Riau merupakan beberapa contoh dari
yang disebut belakangan. Apakah ini merupakan pertanda dari
munculnya politik identitas kelompok-kelompok (etnis) minoritas
yang asertif -- bila dihadapkan dengan mayoritas Jawa -- merupakan
pertanyaan yang menarik untuk diajukan di sini. Kemudian, apakah
kondisi di Indonesia juga akan mengikuti nasib Kanada di mana
pemerintahnya, dalam rangka melegitimasi diri, secara ironis
mengeluarkan “Canada 125 celebratory policy” yang berkisar pada
oposisi antara ‘pemerintah’ dan ‘rakyat’: bahwa ‘rakyat’
dipresentasikan sebagai situs dari patriotisme yang otentik dan tidak
politis, sementara keterlibatan pemerintah harus dihapuskan karena
dianggap sebagai memecah belah, politis dan manipulatif” (Mackey,
1997:143)? Ini adalah sesuatu yang masih harus kita tunggu
perkembangannya.

> Lihat Mackey, 1997:139.
* Ibid.
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(W eperti telah dijelaskan, paling tidak secara implisit pada bab
Dterdahulu, salah satu karakteristik pokok kebijakan rejim Orde

Baru adalah penyeragaman, atau, dalam redaksi lain, penafian
terhadap karakteristik pluralisme. Kebijakan yang diarahkan dan
berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada masalah
identitas bukanlah pengecualian dari karakteristik ini. Berbagai
kebijakan tampak berakibat pada pengekangan terhadap lahirnya
ekspresi berbagai identitas. Pelarangan pembicaraan masalah-masalah
yang terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)
merupakan contoh nyata dari kebijakan semacam ini. Tentu saja salah
satu harapan utama dari kebijakan seperti ini adalah hilangnya
diskursus identitas yang mengacu pada etnisitas, agama, ras dan
'golongan'.’ Hal ini terjadi seiring dengan pengintroduksian identitas
‘warganegara’, yang pendefinisiannya dimonopoli oleh negara.
Dengan demikian diskursus mengenai identitas menjadi mengerucut
hanya pada pembicaraan tentang warganegara sebagai definisi politik
dari identitas seseorang atau sekelompok orang.

> Paling tidak, kita bisa mengidentifikasi tiga kemungkinan skenario
yang melatarbelakangi kebijakan ini. Skenario pertama adalah adanya
anggapan bahwa pembicaraan tentang isu SARA akan lebih memunculkan
perbedaan yang merenggangkan ikatan-ikatan solidaritas berbangsa dan pada
akhirnya akan merongrong integrasi bangsa. Dalam skenario kedua,
kebijakan ini pada hakekatnya merupakan usaha untuk menutupi praktek-
praktek penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan
memanipulasi  ikatan-ikatan SARA. Skenario ketiga bisa saja
dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sentimen yang dibangun oleh SARA
merupakan sentimen yang bisa membangkitkan solidaritas banyak orang,
sehingga jika kekuatan itu diarahkkan untuk menandingi kekuatan rejim
berkuasa akan merupakan sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan
rejim yang bersangkutan.
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Kebijakan seperti ini, jika dilihat dalam perspektif ilmu
sosial, merupakan penafian terhadap karakteristik pokok dari
kelompok sosial karena, seperti dikatakan Mackey (1997) yang
mengutip Lock, bahwa 'masyarakat mempunyai identitasnya sendiri
di luar dimensi politis" (hal 144). Dan, dengan identitas itu, yang
berarti keterkaitan mereka pada kelompok sosial tertentu, mereka
(masyarakat) mempunyai tujuan, bahkan (bisa dikatakan) kemauan di
luar struktur politik. Itu berarti bahwa dalam konteks-konteks tertentu
pengekspresian identitas di luar struktur politik adalah sebuah
keharusan, khususnya dalam usaha mewujudkan tujuan seseorang
sebagai bagian dari suatu kelompok sosial tertentu atau tujuan
bersama  dari  kelompok yang bersangkutan. Menariknya,
pengekspresian identitas di luar struktur politik tersebut bisa saja
digunakan untuk menandingi atau bahkan memanipulasi struktur
politik. Hal terakhir ini, misalnya, berkaitan dengan pendefinisian
warganegara atau warga lokal dengan menggunakan kriteria etnisitas,
seperti halnya istilah 'putra daerah' yang semakin marak
diperdebatkan sejak diresmikannya Undang-undang Otonomi Daerah
No. 22 dan No. 25/1999, yang telah direvisi dengan UU no. 32/2004
dan menurut informasi masih akan direvisi kembali. Seperti kita
ketahui, istilah 'putra daerah' ini seringkali dikaitkan dengan posisi-
posisi penting pada birokrasi lokal.

Seperti tercermin pada contoh di atas, salah satu acuan
identitas, yang dalam dalam bahasa Mackey berada di luar struktur
politis tetapi sangat penting karena kecenderungan penggunaannya
yang sangat tinggi sebagai alat counter atau bahkan mengkooptasi
struktur politis, adalah identitas etnik (yang seringkali sulit dipisahkan
dari agama). Kita bisa menemukan beberapa alasan mengapa identitas
etnik menjadi krusial untuk didiskusikan, tetapi satu alasan yang
paling penting adalah karena norma budaya dan sistem nilai dari
kelompok etniklah yang sangat kuat mempengaruhi pola berfikir dan
perilaku anggotanya. Hal ini terjadi karena proses-proses internalisasi
yang begitu intens terhadap norma budaya dan sistem nilai kelompok
etnik sedemikian rupa sehingga dia menjadi patokan normalitas dari
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segala sesuatu yang dimiliki atau dilakukan oleh setiap anggota
kelompok  tersebut. ~ Appelbaum  dan  Chambliss ~ (1995)
mengumpamakannya sebagai berikut:

"Try to imagine what it would be like if you wore glasses
with red lenses from the moment of your birth. You would
be unaware that everything had an artificially reddist tint,
having never experienced any other kind of world. Your
red-tined world would seem normal to you -- just as your
social world, viewed through the lens of your culture,
seems normal to you" (hal. 70).

Karena kecenderungan itu maka menjadi wajar kalau masing-
masing kelompok etnik menganggap kelompok mereka sebagai
center of things (Ibid.), atau apa yang dalam bidang Antropologi dan
Sosiologi disebut etnosentrisme. Kecenderungan seperti ini tidak
hanya terbatas pada struktur-struktur di luar politis tetapi juga
terhadap struktur politis. Hal ini bisa dijelaskan jika kita mensiasati
narative of origin (sejarah lisan tentang asal-usul) yang menjadi
acuan utama dari rujukan kelompok etnik. Dua isu pokok yang
biasanya dideskripsikan dalam sebuah narrative of origin adalah
kemunculan satu atau beberapa orang tokoh dalam suatu wilayah
tertentu dan distribusi kekuasaan politik di antara tokoh-tokoh
tersebut dengan tokoh-tokoh yang telah ada sebelumnya atau yang
datang sesudah mereka (lihat Fox 1995). Dua isu inilah yang
kemudian dijadikan acuan dari attachment kelompok etnik yang
bersangkutan terhadap wilayah (baca: sumberdaya lokal) dan
kekuasaan politik. Karena dalam struktur politik negara dua isu ini
pula yang menjadi isu sentralnya, maka menjadi sesuatu yang logis
jika kelompok etnis yang berasal dari, atau yang berbasis di suatu
wilayah tertentu melihat bahwa merekalah yang seharusnya
menempati posisi sentral dari disribusi kontrol terhadap sumberdaya
alam dan kekuasaan politik di wilayahnya.

Hal yang terakhir ini menjadikan isu etnik dalam struktur
politik menjadi lebih kompleks. Jika pada awalnya masalah etnisitas
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lahir karena adanya hegemoni negara terhadap ekspresi-ekspresi
kelompok etnik, berkaitan dengan adanya kecenderungan
etnosentrisme di daerah-daerah yang dihuni oleh lebih dari satu
kelompok suku bangsa, maka sekarang struktur politis juga menjadi
ajang kontestasi (contestation) dari kelompok etnik yang berbeda-
beda tersebut. Ini berarti bahwa masalah etnisitas tidak hanya terkait
pada dimensi hubungan negara dengan warganegara, suatu dimensi
hubungan yang seringkali dikatakan vertikal, tetapi juga hubungan
antar warganegara sendiri yang seringkali disebut berdimensi
horizontal®. Jika pada dimensi hubungan pertama, kontestasi terjadi
dalam diskursus apakah warganegara boleh mengekspresikan
identitas etniknya, maka kontestasi pada hubungan dimensi kedua
berkenaan dengan kriteria etnik manakah yang harus digunakan pada
pendefinisian warganegara.

Bab ini akan mencoba mengetengahkan sebagian dari
pergumulan antara kelompok-kelompok orang yang menggunakan
identitas etnik dalam kontestasi-kontestasi mereka terhadap
penciptaan dan pengkooptasian struktur-struktur politis (lokal), atau
lebih tepatnya birokrasi di tiga propinsi yang berbeda, baik oleh
negara yang diwakili oleh pemerintah pusat di Jakarta maupun oleh
kelompok (etnik) dominan di wilayah tersebut. Kasus Riau
menunjukkan bagaimana isu-isu etnisitas, dalam hal ini ke-Melayu-an
digunakan oleh elit-elit di Riau sebagai alat untuk membangun
kekuatan lokal (dan non-lokal) dalam kontestasi politis antara
pemerintah pusat versus daerah, khususnya dalam upaya yang
terakhir untuk meng-counter hegemoni pemerintah pusat di Jakarta.
Aspek yang menonjol pada diskusi etnisitas dalam bagian ini adalah
bagaimana elit-elit lokal merumuskan definisi ke-Melayu-an yang

¢ Sesungguhnya penggunaan istilah ini patut dipertanyakan karena
pada prakteknya kecenderungan etnosentrisme telah menghilangkan
karakteristik hubungan kesejajaran. Bukanlah setiap suku bangsa
menganggap kelompoknya sebagai centre of things yang berarti kelompok
lain berposisi lebih rendah?
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kuat sedemikian rupa sehingga dianggap akan mampu menandingi
kekuatan pusat.

Kasus Kalimantan Timur mendiskusikan realitas yang
berbeda. Penggunaaan identitas etnis atau etnisitas tidak diarahkan
pada usaha pembentukan tandingan kekuatan politik untuk melawan
pemerintah pusat tetapi sebagai usaha pemenangan kontestasi pada
pendefinisian struktur politik lokal. Aspek yang lebih menonjol di
wilayah ini adalah kontestasi antara kelompok-kelompok etnik
Dayak, Kutai dan Bugis dalam mendefinisikan struktur politik lokal,
atau dalam memposisikan masing-masing sebagai sentral dalam
bangun struktur politik tersebut.

Melengkapi diskusi pada kedua propinsi di atas, kasus ketiga
yang diangkat dari penelitian di Bali menunjukkan gejala yang lain.
Tampak bahwa penggunaan isu etnisitas di Bali diarahkan pada
pencapaian dua tujuan sekaligus. Tujuan pertama adalah membangun
kekuatan tandingan untuk melumpuhkan hegemoni pemerintah pusat,
dan tujuan kedua adalah penguasaan kelompok sub etnis Bali tertentu
terhadap struktur politik lokal sehingga definisi-definisi kewargaan
dan karakteristik struktur politis lokal cenderung didefinisikan oleh
sub-etnik yang bersangkutan.

Orang Melayu-Riau: KeMelayuan dan GRB

Etnisitas - dalam hal ini keMelayuan -- dalam kajian ini
dilihat dalam perspektif dinamik, di mana interpretasi atas
penggolongan-penggolongan etnik bergerak dan berubah sesuai
dengan kondisi politik yang menyelimutinya. Akan diperlihatkan,
bagaimana di tangan para elit politik lokal maupun nasional, konsep
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keMelayuan menjadi penting dan tinggi nilainya.” Di tangan mereka
konsep tersebut dikemas dan digunakan untuk kepentingan-
kepentingan politik, khususnya untuk menghadapi pemerintah Pusat
yang dianggap telah bersikap tidak adil dalam pembagian hasil
eksploitasi sumber daya alam Riau bagi kepentingan komunitas lokal.
Akan tetapi, di dalam kalangan mereka sendiri terdapat perbedaan
interpretasi  keMelayuan, tentang definisi dan batas-batasnya.
Pendefinisian dan pencirian batas-batas keMelayuan berputar pada
penggunaan istilah “orang Melayu”, “orang Riau’ dan “orang
Melayu-Riau” yang memunculkan perdebatan yang berkepanjangan
tentang keMelayuan dan keRiauan. Tidak ada jawaban yang
memuaskan semua pihak karena setiap jawaban yang menggunakan
referensi suatu pihak selalu mengandung kekurangan apabila dilihat
dari pandangan pihak lain. Apabila semua pandangan itu ditampilkan
ke arena politik Riau, maka yang tampak adalah wajah keMelayuan
yang majemuk, yang menggambarkan perbedaan-perbedaan yang
ada di dalamnya.

Secara historis, banyak kalangan yang meyakini bahwa
masyarakat ‘asli’ propinsi Riau adalah orang Melayu yang bahasanya
menjadi sumber utama bahasa Indonesia. Orang Melayu, dalam
pemikiran banyak orang selama ini, adalah suatu golongan etnik yang
cenderung dianggap sebagai bagian dari masa lampau historis yang

7 Tokoh-tokoh budaya dan politik Melayu-Riau mengatakan bahwa
bangsa Indonesia berhutang budi kepada Riau karena Bahasa Indonesia pada
dasarnya adalah bahasa Melayu. Ketika Sumpah Pemuda dirumuskan pada
tahun 1928, Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa Bahasa Indonesia
adalah Bahasa Melayu. Sejumlah tokoh intelektual dari Jawa sendiri secara
terbuka mengakui pentingnya menjaga kemurnian Bahasa Indonesia dengan
tetap menggali dari sumbernya, yakni Bahasa Melayu, khususnya bahasa
Melayu-Riau. Ali Audah, seorang penyair terkemuka, misal